
 

99 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan uraian dalalm pembahasan di atas penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja 

perempuan, khususnya yang bekerja pada malam hari, untuk 

memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka. Pasal 

76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

masih belum diterapkan sepenuhnya. Pasal ini melarang pekerja 

perempuan di bawah umur dan pekerja hamil bekerja malam hari, 

serta mengatur kewajiban pengusaha untuk menyediakan makanan 

bergizi, transportasi antar jemput, dan perlindungan keamanan. 

Restoran Mie Gacoan Padang mengatakan bahwa beberapa ketentuan 

hukum belum sepenuhnya dipenuhi, seperti tidak adanya makanan 

sehat dan transportasi bagi perempuan yang bekerja di malam hari, 

meskipun keamanan di tempat kerja telah dijamin. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pemerintah harus mengawasi lebih ketat, 

pengusaha harus lebih menyadari tanggung jawab mereka, dan 

pekerja harus lebih proaktif untuk menuntut hak mereka. Dengan 

kolaborasi pemerintah 

2. Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

pekerja perempuan, terutama yang bekerja pada malam hari, dalam 

konteks politik Islam. Menurut keyakinan Islam, negara memiliki 

tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan, keselamatan, 

dan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak pekerja 

perempuan, melalui penerapan kebijakan yang adil dan jelas. Untuk 

melindungi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari dari 

risiko kecelakaan, kejahatan, dan bahaya lainnya, negara harus 
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menyediakan fasilitas yang aman, seperti angkutan antar jemput, 

berdasarkan prinsip keadilan Islam (al-‘adalah). Untuk memberikan 

perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah, 

Pasal 76 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan Indonesia mengharuskan 

pemberi kerja untuk menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja 

perempuan yang bekerja malam hari. sebagai salah satu dari mereka, 

Mie Gacoan 

5.2 Saran 

1. Sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 224/MEN/2003, diperlukan peningkatan 

perlindungan bagi pekerja perempuan, terutama mereka yang bekerja 

pada jam malam. Restoran Mie Gacoan Padang mengalami beberapa 

pelanggaran, termasuk tidak adanya makanan dan minuman bergizi, 

fasilitas antar jemput bagi wanita yang bekerja hingga pagi, dan ruang 

makan yang tidak higienis. Pekerja perempuan memiliki hak untuk 

menuntut hak-hak tersebut melalui pengaduan ke manajemen 

restoran, Dinas Tenaga Kerja, atau, jika diperlukan, pengadilan 

hubungan industrial. Pengusaha diharapkan meningkatkan perhatian 

terhadap kesejahteraan pekerja dengan menyediakan fasilitas 

kesehatan yang memenuhi standar, memberikan perlindungan yang 

aman selama perjalanan pulang, dan mematuhi kewajiban hukum 

terkait hak perempuan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan 

pengawasan dan melakukan 

2. Siyasah Dusturiyah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 

perempuan, terutama mereka yang bekerja pada malam hari. Pertama, 

negara harus memainkan peran yang lebih besar dalam menjamin 

kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan transparan, terutama dalam 

hal penerapan kewajiban angkutan antar jemput bagi pekerja 
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perempuan yang bekerja malam hari. Negara harus melakukan 

pengawasan yang ketat dan memberikan dukungan sumber daya yang 

memadai untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan. Kedua, 

negara harus meningkatkan infrastruktur yang mendukung wanita 

pekerja, termasuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk membuat 

jalur transportasi yang aman dan efisien. Untuk memastikan kebijakan 

ini, pengusaha dan pekerja harus dididik lebih lanjut tentang hak-hak 

pekerja perempuan, terutama mengenai hak perlindungan saat 

bekerja malam. 
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